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Abstract 

The performance of the Business of Agricultural Tools and Machinery Rental Services (UPJA) managed by 

farmer groups in Kebakkramat District, Karanganyar Regency, Central Java, was mostly ineffective. Only one out 
of 25 farmer groups effectively managed UPJA, namely Koperasi Jasa Simo Makmur. This research is a case study 
of this cooperative that aims to explore evidence of the benefits of cooperatives in increasing the effectiveness of 
UPJA. This study uses a qualitative method. The interview participants for this study were selected for cooperative 
management using the purposeful sampling method and for cooperative members using the snowball sampling 
method. Data were collected from February to April 2024 using in-depth interview techniques and focus group 
discussions. Data credibility was tested by extending the observation period, checking members, and triangulation. 
The main conclusion of this study is that establishing a cooperative can increase the effectiveness of UPJA 
management. The benefits for cooperative members are that they pay cheaper tractor rentals than market prices, 
and for cooperative management, they receive profit-sharing compensation. The cooperative has savings to buy 
new machines in the next eight to ten years. The heads of the farmer groups feel that they benefit from establishing 
the cooperative because the rights and obligations in managing UPJA are balanced. 

Keywords: Benefits of cooperatives, farmer group, rights and obligations of members, and  effectiveness of UPJA 
management 

Abstrak 

Kinerja Usaha Penyewaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) bantuan pemerintah yang dikelola kelompok tani 
di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sebagian besar kurang efektif.  Hanya satu 
dari 25 kelompok tani yang efektif mengelola UPJA, yaitu Koperasi Jasa Simo Makmur. Penelitian ini merupakan 
studi kasus di koperasi tersebut yang bertujuan untuk menggali bukti tentang manfaat koperasi dalam 
meningkatkan keefektifan UPJA.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pemilihan peserta wawancara dari 
unsur pengurus dengan metode purposeful sampling dan anggota koperasi dengan metode snowball sampling. 
Data dikumpulkan Februari sampai April 2024 dengan teknik wawancara mendalam dan focus group discussion. 
Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan waktu pengamatan, pengecekan anggota, dan triangulasi. 
Kesimpulan utama penelitian ini adalah pendirian koperasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan UPJA. 
Manfaat koperasi bagi anggota adalah membayar sewa traktor lebih murah dibanding harga pasar dan bagi 
pengurus adalah menerima kompensasi pembagian laba. Koperasi memiliki tabungan untuk membeli mesin baru 
dalam waktu delapan sampai sepuluh tahun ke depan. Ketua kelompok tani merasa diuntungkan dengan berdirinya 
koperasi karena hak dan kewajiban dalam pengelolaan UPJA menjadi seimbang.  

Kata kunci: Manfaat koperasi, kelompok tani, hak dan kewajiban anggota, dan efektivitas pengelolaan UPJA  
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1. Pendahuluan 

Kementerian Pertanian memberikan bantuan alat dan mesin pertanian sejak 2017 hingga 2021 
sebanyak 308.537 unit (Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 2022). Mesin tersebut 
sebagai modal usaha kelompok tani mendirikan Usaha Penyewaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian 
(UPJA). Beberapa karakteristik UPJA berdasarkan Permentan Nomor 25 (2008): Pertama, UPJA 
adalah unit bisnis untuk mempercepat pengolahan tanah dan mengatasi kekurangan buruh tani. 
Kedua, UPJA berorientasi bisnis yang dikelola secara profesional dengan tujuan mendapatkan 
keuntungan dan mengurangi biaya budi daya usaha tani. Ketiga, pendanaan dan pembinaan UPJA 
bersumber dari APBN dan APBD. Keempat, ketua kelompok menjadi penanggung jawab UPJA.  

Kondisi UPJA yang dikelola kelompok tani sebagian besar kurang efektif. Kelompok tani dinilai 
efektif dalam mengelola UPJA jika menetapkan harga sewa mesin ke anggota lebih murah dibanding 
harga pasar sehingga dapat menurunkan biaya budi daya usaha tani dan mempunyai tabungan 
membeli mesin baru untuk menjaga keberlanjutan UPJA. Bukti ketua kelompok tani kurang efektif 
mengelola UPJA adalah kelompok tani menetapkan tarif sewa traktor ke anggota sama dengan harga 
pasar dan tidak mempunyai tabungan untuk membeli mesin baru (Hanggana et al. 2021). Hibah mesin 
tahun 2017 sampai 2021 yang berpotensi menjadi modal bisnis penyewaan alsintan adalah 78.196 
traktor roda dua, 9.370 traktor roda empat, 7.185 rice transplanter, 19.099 cultivator, 639 escavator, 
dan 14.673 alat tanam jagung, tetapi hanya berdiri 3.900 koperasi petani dan belum ada perseroan 
terbatas (Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 2022). Hal ini menunjukan sebagian 
besar hibah mesin tersebut gagal dimanfaat kelompok tani untuk mengembangkan dirinya menjadi 
Badan Usaha Milik Petani (BUMP) baik dalam bentuk koperasi maupun perseroan terbatas. Undang-
Undang Nomor 19 (2013) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menetapkan salah satu 
tujuan pemberdayaan petani adalah mengembangkan Kelembagaan Petani (kelompok tani dan 
gabungan kelompok tani) menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani yaitu BUMP dalam bentuk koperasi 
atau perseroan terbatas.  

Kelompok tani yang sudah mendapatkan bantuan mesin traktor di Kecamatan Kebakkramat, 
Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, hanya satu yang efektif mengelola UPJA, yaitu 
Kelompok Tani Pulo Makmur, sedangkan sembilan lainnya kurang efektif (Hanggana et al. 2022b). 
Temuan ini diperkuat dengan hasil Focus Group Discussions (FGD) dengan delapan Penyuluh 
Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas di Kecamatan Kebakkramat bahwa hanya Kelompok Tani 
Pulo Makmur yang efektif mengelola UPJA dari 25 kelompok tani yang sudah mendapat bantuan 
traktor, mini combine, combine harvester, rice transplanter, pompa air sumur dalam, dan cultivator 
(Hanggana 2022). Kelompok Tani Pulo Makmur yang dinilai efektif tersebut mengelola UPJA dengan 
model koperasi, sedangkan kelompok tani lainnya mengelola UPJA tanpa bentuk badan usaha 
tertentu.  

Kelompok tani kurang efektif mengelola UPJA disebabkan antara lain anggota tidak berhak 
mendapat pembagian keuntungan, anggota merasa tidak memiliki hak mesin bantuan pemerintah, dan 
ketua atau pengurus tidak mendapatkan hak gaji. Masalah ketidakjelasan hak anggota dan pengurus 
tersebut dapat diatasi dengan mendirikan koperasi (Hanggana et al. 2023). Koperasi lebih cocok bagi 
petani dibanding perseroan terbatas. Petani mempunyai budaya gotong royong sehingga lebih terbiasa 
mengambil keputusan secara musyawarah mufakat sesuai karakter koperasi dibanding dengan 
pengambilan keputusan berdasarkan jumlah modal tiap anggota yang menjadi karakter perseroan 
terbatas. Petani dan kelompok tani mempunyai modal yang kecil, sehingga lebih cocok mendirikan 
koperasi dibanding perseroan terbatas. Modal awal pendirian koperasi tidak ada batasan minimal 
(Undang-Undang Nomor 25 1992), sedangkan modal awal pendirian perseroan terbatas minimal Rp50 
juta (UU Nomor 40 2007).   

Sistem koperasi pertanian merupakan jalan penting bagi petani untuk meningkatkan status ekonomi 
mereka (Ito et al. 2012). Manfaat koperasi bagi petani antara lain meningkatkan ketahanan pangan di 
pedesaan (Gebremichael 2014), berperan positif dalam ekonomi pedesaan (Ji et al. 2019), dan 
meningkatkan kondisi kerja petani dan akses pasar (Gava et al. 2021). Koperasi meningkatkan daya 
tawar dan nilai tambah produk pertanian (Huang dan Liang 2017), meningkatkan pendapatan petani 
(Wassie et al. 2019; Ortega et al. 2019), meningkatkan net returns dan return on investment (Ma et al. 
2021), dan memberikan manfaat dari rantai nilai moderrn (Hao et al. 2018). Penjual sarana produksi 
dan pembeli hasil panen mengurangi ekploitasi dan perilaku oportunistik kepada petani anggota 
koperasi (Sathapatyanon et al. 2018), dan menciptakan kesempatan bagi anggota koperasi melakukan 
pembelian kolektif (Laurett dan Franco 2018). Pembelian kolektif meningkatkan daya tawar anggota 
ke supplier sehinga mendapatkan harga yang lebih murah. Usaha menjaga keberlanjutan dan 
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pengembangan bisnis koperasi antara lain dapat diusahakan dengan memberikan kualitas produk 
yang baik dan kepedulian terhadap kebutuhan personal pelanggan (Yakubu et al. 2022). Usaha 
pengembangan bisnis koperasi juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kepuasan anggota antara 
lain dengan meningkatkan kepercayaan kepada pengurus, profitabilitas, keragaman layanan, dan 
kesesuaian lokasi koperasi  (Prasertsaeng et al. 2020). Koperasi dapat menjadi alat pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menyatukan keuntungan 
ekonomi, perlindungan lingkungan dan keadilan sosial (Jaki dan Siuta-Tokarska, 2019). 

Pendirian koperasi kelompok tani untuk mengelola UPJA mendapatkan respon positif ketua dan 
anggota kelompok tani karena akan memperjelas hak dan kewajiban anggota dan pengurus 
(Hanggana et al. 2022a) Koperasi kelompok tani yang dimaksud adalah koperasi dengan karakteristik 
khusus antara lain didirikan oleh kelompok tani tertentu, hanya anggota kelompok tani tersebut yang 
dapat menjadi anggota koperasi secara sukarela, dan modal usaha dari mesin bantuan pemerintah, 
bukan simpanan anggota.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan koperasi dalam meningkatkan kinerja 
keefektifan UPJA. Dari hasil penelitian ini  diharapkan dapat dirumuskan masukan ke Kementerian 
Pertanian tentang pengelolaan UPJA yang profesional dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 
dan mengurangi biaya budi daya usaha tani, serta terjaminnya keberlanjutan usaha.  

2. Metodologi 

2.1. Kerangka Pemikiran 

Pemerintah menetapkan ketua kelompok tani sebagai pengelola UPJA terbukti kurang efektif. Penelitian 
dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UPJA sehingga anggota mendapatkan tarif sewa mesin yang 
lebih murah dibanding harga pasar untuk mengurangi biaya budi daya usaha tani, dan kelompok tani 
mempunyai tabungan untuk membeli mesin baru. Kelompok tani kurang efektif mengelola UPJA 
disebabkan antara lain ketidakjelasan hak dan kewajiban anggota maupun ketua sebagai penanggung 
jawab operasional UPJA. Anggota merasa tidak memiliki hak mesin bantuan pemerintah, anggota 
belum pernah menerima pembagian keuntungan, dan anggota merasa tidak mempunyai kewajiban 
menjadi pelanggan UPJA. Ketua telah melaksanakan kewajibannya, yaitu membuat proposal bantuan 
mesin, melakukan lobi ke partai politik dan PPL agar proposal disetujui, dan menjadi penanggung jawab 
operasional UPJA, tetapi tidak mendapatkan hak kompensasi yang jelas. Masalah ketidakjelasan hak 
dan kewajiban ketua maupun anggota tersebut dapat diatasi dengan mendirikan koperasi. Koperasi 
mengatur secara jelas hak dan kewajiban anggota, ketua, maupun pengurus lainnya. Koperasi 
memberikan hak kepada anggota antara lain menentukan harga tarif sewa mesin dan pembagian laba 
(sisa hasil usaha) yang menguntungkan anggota dalam rapat anggota koperasi. Keuntungan tersebut 
dapat memotivasi anggota menjadi pelanggan setia. Kesetiaan anggota menjadi pelanggan dan adanya 
hak pengurus koperasi mendapatkan pembagian laba dapat meningkatkan motivasi pengurus 
mengembangkan koperasi dengan meningkatkan omset penjualan yang dapat meningkatkan laba. 
Semakin besar laba, maka semakin besar manfaat koperasi yang diterima anggota dan pengurus. 

 

Gambar 1.  Kerangka pemikiran perbedaan manfaat UPJA dikelola ketua kelompok tani dengan koperasi  

UPJA Dikelola Ketua 
Kelompok Tani

UPJA dikelola 
Koperasi

Manfaat UPJA   
1. Bagi Anggota 
2. Bagi Pengurus
3. Bagi Ketua Kelompok Tani

Hak dan Kewajiban 
Anggota maupun 
Pengurus Tidak Jelas

Hak dan Kewajiban 
Anggota maupun 
Pengurus  Jelas
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif 
mempunyai karakteristik mengeksplorasi dan memahami makna perilaku individu atau kelompok dan 
menggambarkan masalah sosial (Creswell 2012). Metode kualiatif digunakan untuk memahami makna 
dibalik data yang tampak, memahami interaksi sosial, dan memahami perasaan orang (Murdiyanto 
2020). Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, peneliti sebagai instrumen 
kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibanding generalisasi (Sugiyono 2016). 
Sedangkan studi kasus relevan dilakukan untuk menjawab pertanyaan riset yang membutuhkan 
jawaban diskripsi keadaan kontemporer, luas, mendalam, dan dalam kontek dunia nyata (Yin 2018).  
Karakteristik penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dinilai peneliti dapat mengungkap 
perasaan, keinginan, sikap, dan penilaian partisipan yang riil meskipun sebagian besar merupakan data 
rahasia dan dapat menyinggung partisipan lain. 

2.2. Lingkup bahasan 

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan tujuan untuk menggali bukti tentang manfaat koperasi 
dalam meningkatkan keefektifan UPJA.  Lingkup bahasan difokuskan pada kinerja jasa penyewaan 
traktor oleh suatu koperasi yang dilakukan dengan mengidentifikasi perbedaan manfaat UPJA sebelum 
dan setelah dikelola dengan model koperasi.  

2.3. Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian adalah Koperasi Jasa Simo Makmur di Desa Macanan, Kecamatan Kebakkramat, 
Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Koperasi Jasa Simo Makmur didirikan oleh Kelompok 
Tani Simo Makmur Tanggal 13 Oktober Tahun 2022. Koperasi mulai beroperasi pada musim tanam 
Januari 2023. Koperasi ini dipilih menjadi obyek penelitian karena tujuan utama mendirikan koperasi 
adalah untuk mengelola usaha penyewaan traktor dari hibah Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan 
2022. Pengelolaan usaha penyewaan traktor Tahun 2020 sampai 2022 dilakukan ketua kelompok tani 
tanpa bentuk badan usaha tertentu, kemudian Tahun 2023 dengan model koperasi. Dengan demikian 
tersedia data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan permasalahan, yaitu identifikasi perbedaan 
manfaat UPJA, hak dan kewajiban anggota dan pengurus sebelum dan setelah dikelola dengan model 
koperasi. Waktu penelitian Februari 2024 sampai April 2024.  

2.4. Jenis dan cara pengumpulan data 

Jenis data yang digunakan data primer. Partisipan dalam penelitian dipilih pengurus dan anggota 
koperasi yang diharapkan mempunyai pengetahuan memadai mengenai informasi dan data yang akan 
digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Partisipan terdiri dari anggota dan pengurus 
Koperasi Jasa Simo Makmur. Pemilihan partisipan yang diwawancarai  menggunakan metode 
purposive sampling untuk pengurus dan untuk anggota dengan metode snowball sampling yang diawali 
partisipan yang ditunjuk ketua kelompok tani. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan Focus Group Discussions 
(FGD). Pedoman wawancara menghindari pertanyaan tertutup sehingga partisipan tidak terpengaruh 
oleh keinginan peneliti, tetapi menjawab sesuai dengan keinginannya (Yeong et al. 2018). Instrumen 
yang utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, karena permasalahan belum jelas dan 
pasti (Sugiyono 2016). Instrumen penelitian ini adalah peneliti dan pedoman wawancara.  

Kegiatan pengumpulan data tahap pertama dilakukan dengan wawancara mendalam dengan ketua 
koperasi. Tema wawancara mendalam yang pertama adalah manfaat UPJA yang diterima pengurus 
dan anggota sebelum dan sesudah adanya koperasi. Tema kedua, perbedaan kewajiban pengurus 
sebelum dan sesudah adanya koperasi. Tema ketiga, masalah yang dihadapi pengurus dalam 
mengembangkan koperasi. 

Kegiatan pengumpulan data tahap kedua dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan 
anggota koperasi. Tema wawancara mendalam yang pertama adalah manfaat UPJA yang diterima 
pengurus dan anggota sebelum dengan sesudah adanya koperasi. Tema kedua, perbedaan kewajiban 
anggota sebelum dan sesudah adanya koperasi. Tema ketiga, masalah yang dihadapi anggota dalam 
mengembangkan koperasi. 

Kegiatan pengumpulan data tahap ketiga dilakukan dengan metode FGD yang diikuti ketua, 
anggota, dan peneliti. Peneliti menjadi pimpinan FGD. Tema dalam FGD adalah cara mengatasi 
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masalah yang dihadapi pengurus dan anggota dalam mengembangkan koperasi. FGD juga berfungsi 
sebagai konfirmasi dari data yang diperoleh dalam wawancara mendalam.   

2.5. Analisis data 

Analisis data dilakukan setelah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan 
waktu pengamatan, pengecekan anggota, dan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan triangulasi 
sumber data yaitu membandingkan data hasil wawancara mendalam dengan ketua dan anggota 
koperasi. Analisis data menggunakan model interaktif (Miles dan Huberman 1994). Selama proses 
penelitian hingga menarik simpulan mencakup kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan/verifikasi simpulan dilakukan secara on going process, simultan, dan berulang 
sampai datanya jenuh. Data yang sudah kredibel ditabulasi dan dianalisis untuk menyimpulkan manfaat, 
kewajiban, serta hak pengurus dan anggota sebelum dan setelah UPJA dikelola koperasi. 

3. Hasil dan pembahasan 

3.1. Profil partisipan 

Profil partisipan secara rinci disajikan pada Tabel 1. Total partisipan ada 13 orang yaitu ketua, pengurus, 
dan anggota Koperasi Jasa Simo Makmur. Partisipan berpendidikan SLTA ada 11 orang dan Diploma 
Tiga ada 2 orang. Usia partisipan adalah 36 sampai 68 tahun. Partisipan yang hanya bertani ada lima  
orang, sedangkan delapan orang lainnya mempunyai pekerjaan diluar pertanian.  

Tabel  1. Profil partisipan 

No. Partisipan Jabatan 
Pendikan 

formal  
Usia 

(tahun) 
Pekerjaan lain 

1 P1 Ketua koperasi D3 47 Tidak ada 
2 P2 Sekretaris koperasi SLTA 41 Karyawan sekolahan 
3 P3 Bendahara koperasi SLTA 44 Karyawan pabrik 
4 P4 Pengawas koperasi SLTA 53 Wiraswasta 
5 P5 Anggota koperasi D3 36 Karyawan pabrik 
6 P6 Anggota koperasi SLTA 46 Karyawan pabrik 
7 P7 Anggota koperasi SLTA 41 Karyawan pabrik 
8 P8 Anggota koperasi SLTA 46 Karyawan pabrik 
9 P9 Anggota koperasi SLTA 59 Tidak ada 

10 P10 Anggota koperasi SLTA 58 Tidak ada 
11 P11 Anggota koperasi SLTA 68 Tidak ada 
12 P12 Anggota koperasi SLTA 62 Tidak ada 

13 P13 Anggota koperasi SLTA 53 Karyawan pabrik 

Sumber: Data primer 

3.2. Peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam pendirian 
UPJA  

Tabel 2 menunjukkan peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam 
pendirian UPJA. Peran ketua dibedakan dengan pengurus lain karena hanya ketua yang ditunjuk 
Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab UPJA. Ketua mempunyai peran sebesar 90 persen, 
sedangkan pengurus lain  hanya 10 persen, dan anggota 0 persen, dengan demikian ketua kelompok 
tani mempunyai peran yang sangat dominan. Sembilan dari sebelas aktivitas dilakukan sendiri ketua 
kelompok tani. Aktivitas mencatat pendapatan dan biaya traktor dilakukan oleh bendahara kelompok 
tani. Ketua, pegurus lain, dan anggota tidak mempunyai peran menjadi pelanggan UPJA (jasa traktor) 
karena wilayah kerja traktor sudah diputuskan di rapat tingkat desa sebelum kelompok tani 
mendapatkan hibah traktor. Tujuan pembagian wilayah kerja traktor tersebut untuk memenuhi target 
waktu tanam bersama yang diperintahkan PPL. Ketua, pengurus lain, dan anggota tidak ada yang 
berani melanggar keputusan pembagian wilayah kerja traktor tersebut.  
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Tabel 2. Peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam pendirian UPJA  

No. Aktivitas  
Ketua 
(%) 

Pengurus 
lain (%) 

Anggota 
(%) 

1. Membuat proposal hibah traktor 100 0 0 
2. Melobi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 100 0 0 
3. Melobi kader partai 100 0 0 
4. Membuat surat pertanggung jawaban penerimaan hibah 100 0 0 
5. Menjadi penanggung jawab operasional UPJA traktor 100 0 0 
6. Membuat laporan kegiatan traktor ke Kantor BPP  100 0 0 
7. Mencari operator dan negosiasi besaranya sewa traktor 100 0 0 
8. Menjaga agar mesin dalam kondisi siap kerja 100 0 0 
9. Menentukan harga sewa traktor 100 0 0 

10. Mencatat pendapatan dan biaya traktor 0 100 0 
11. Menjadi pelanggan jasa traktor UPJA 0 0 0 

 Rata-rata peran 90% 10% 0% 

Sumber: Data primer yang diolah 

3.3. Kewajiban dan hak ketua dan anggota saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha  

Kelompok Tani Simo Makmur diketuai Partisipan P4 sejak 2018. Jumlah anggota 130 orang dengan 
luas wilayah 48 hektare. Kelompok Tani Simo Makmur mendapatkan hibah satu traktor roda dua dari 
Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan satu traktor roda dua Tahun 2022  sebagai modal usaha 
mendirikan UPJA. Ketua kelompok tani ditugaskan Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab 
operasional UPJA. Kementerian Pertanian tidak memberikan pedoman pengelolaan UPJA secara jelas, 
semua kebijakan diserahkan kepada ketua kelompok tani. Ketua Kelompok Tani Simo Makmur 
mengelola UPJA tanpa bentuk badan usaha tertentu. Harga sewa mesin traktor ditetapkan sama 
dengan harga pasar, yaitu Rp1.500.000 per hektare. Kapasitas satu traktor tujuh hektare per musim, 
atau 21 hektare per tahun dengan potensi nilai pendapatan jasa  Rp31.500.000. Ketua kelompok tani 
mengambil kebijakan traktor disewakan ke operator Rp2.000.000 per musim, setahun tiga musim 
tanam. Selanjutnya operator menyewakan ke petani yang masuk wilayah kerja operator tersebut 
berdasarkan keputusan rapat tingkat desa. Semua pelanggan operator tersebut anggota Kelompok Tani 
Simo Makmur. UPJA mempunyai dua traktor, tetapi ketua kelompok tani hanya mampu 
mengoperasionalkan satu traktor karena kesulitan mencari operator maupun pelanggan. Ketua 
kelompok menyewakan traktor ke operator karena ketua kelompok merasa kesulitan mencari 
pelanggan dan tidak mempunyai waktu mengurus pembelian bahan bakar maupun operasional 
operator. Pendapatan penyewaan traktor Tahun 2022 adalah Rp5.500.000 per tahun. Semua 
pendapatan disetorkan ke bendahara kelompok tani untuk membayar biaya operasional kelompok tani 
dan perbaikan traktor. Bendahara tidak membuat laporan biaya perbaikan traktor maupun laba bersih 
traktor, hanya melaporkan secara lisan pada saat pertemuan rutin kas masuk dan kas keluar kelompok 
tani pada bulan tersebut. Kelompok tani tidak membagi laba ke anggota, tidak memberi kompensasi ke 
ketua maupun pengurus, dan tidak mempunyai tabungan membeli mesin baru.  

Tabel 3 menunjukkan kewajiban dan hak  ketua dan anggota kelompok tani saat UPJA dikelola tanpa 
bentuk badan usaha. Hak dan kewajiban tersebut merupakan hasil wawancara dan FGD dengan 
partisipan. Ketua mempunyai perasaan takut untuk meminta hak kompensasi dan takut memberi 
kewajiban ke anggota. Sedangkan anggota juga takut meminta hak karena menyadari tidak berperan 
dalam mendapatkan bantuan traktor. Kewajiban ketua kelompok tani antara lain, mencari pelanggan, 
mencari operator mesin traktor, dan penanggung jawab operasional UPJA. Hak ketua kelompok tani 
tidak ada atau tidak jelas secara formal, tetapi dalam pelaksanannya mempunyai hak yang dominan 
untuk menentukan kebijakan UPJA yang tidak terkait dengan kompensasi. Hal Ini wajar dilakukan 
karena ketua kelompok paling dominan dalam melakukan usaha mendapatkan bantuan traktor dan 
ditunjuk pemerintah sebagai penanggung jawab operasional UPJA. Ketua kelompok tidak mendapatkan 
hak kompensasi, sehingga ketua kelompok tani berpotensi tidak mendapat manfaat ekonomi dari UPJA 
yang dikelola tanpa bentuk badan usaha tertentu. Anggota kelompok tani tidak mempunyai kewajiban 
dan hak yang jelas dan formal. Manfaat UPJA bagi kelompok tani adalah mendapatkan sumber kas 
masuk yang dominan sehingga kelompok tani dapat melakukan lebih banyak kegiatan.  
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Tabel 3. Kewajiban dan hak ketua dan anggota saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha  

Keterangan Tanpa Bentuk Badan Usaha 

A. Kewajiban ketua kelompok   
1. Mencari pelanggan. 
2. Mencari operator mesin traktor. 
3. Mengoperasionalkan UPJA. 

Ya 
Ya 
Ya 

4. Menjalankan keputusan rapat anggota Ya 
B. Hak kompensasi ketua kelompok Tidak ada 

C. Kewajiban anggota kelompok tani Tidak ada 
D. Hak anggota kelompok tani Tidak ada 

Sumber: Data primer yang diolah  

 
Pengelolaan UPJA tanpa bentuk badan usaha menyebabkan hak dan kewajiban ketua dan anggota 

kelompok tidak jelas. Ketidakjelasan hak dan kewajiban menyebabkan motivasi ketua dan anggota 
mengembangkan UPJA relatifi rendah. 

“Saya mengambil kebijakan menyewakan traktor ke operator yang sudah memiliki 
wilayah kerja, sehingga traktor pasti beroperasi, mendapatkan uang sewa, dan saya 
tidak banyak mengorbankan waktu dan tenaga untuk mencari pelanggan. Satu traktor 
belum saya sewakan karena belum mendapat operator yang bersedia menyewa.” 
(Partisipan P4). 

Saya merasa tidak ada perbedaan sebelum dan setelah kelompok tani mendapat dua 
traktor bantuan pemerintah. Saya masih menggunakan traktor milik pengusaha 
tetangga dan tidak ada teguran atau himbauan dari manapun. Semua berjalan seperti 
tahun-tahun sebelumnya.” (Partisipan P10).  

Hak dan kewajiban yang tidak proporsional atau seimbang menyebabkan ada pihak yang 
diuntungkan dan yang dirugikan dalam suatu kerja sama. Saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan 
usaha, ketua kelompok tani mempunyai kewajiban yang relatif berat tetapi tidak mempunyai hak 
kompensasi. Ketua kelompok tani mengalami ketidakseimbangan hak dan kewajiban sehingga merasa 
dirugikan. Perasaan dirugikan ini menurunkan motivasi ketua kelompok mengembangkan UPJA. 
Anggota kelompok tani mengalami keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu tidak mempunyai kewajiban 
dan tidak mempunyai hak kompensasi sehingga anggota merasa tidak diuntungkan dan juga tidak 
dirugikan. Anggota tidak mempunyai hak sehingga menurunkan motivasi anggota menjadi pelanggan. 
Temuan ini mendukung Laurett dan Franco (2018) yang menyimpulkan salah satu motivasi seseorang 
menjadi anggota organisasi adalah mendapatkan hak suara. 

3.4. Peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam pendirian 
koperasi 

Tabel 4 menunjukkan peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam 
pendirian koperasi. Aktivitas utama pendirian koperasi adalah adanya relawan yang berani mengajak 
anggota kelompok tani mendirikan koperasi. Ketua kelompok tani mempunyai peran 100 persen dalam 
aktivitas mengajak anggota mendirikan koperasi. Peran aktivitas rapat pendirian koperasi sudah 
melibatkan peran pengurus lain dan anggota. Anggota mempunyai peran 70 persen, ketua 20 persen, 
dan pengurus lain 10 persen. Anggota mempunyai peran yang dominan dalam aktivitas rapat pendirian 
koperasi karena jumlah anggota yang hadir dalam rapat pendirian koperasi menjadi syarat pendirian 
koperasi. Rapat pendirian salah satunya menetapkan pengurus dan pengawas koperasi. Selanjutnya 
tugas ketua kelompok tani untuk mengelola UPJA diganti oleh pengurus koperasi.  Ketua kelompok tani 
tidak mempunyai jabatan otomatis pada koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi. Ketua 
kelompok tani secara pribadi menjadi anggota koperasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
dengan anggota lainnya. Dalam kasus ini, ketua kelompok tani sebagai anggota koperasi dipilih menjadi 
pengawas koperasi. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela sehingga saat pendirian koperasi hanya 
45 orang yang menjadi anggota koperasi dari 130 anggota kelompok tani.  

Ketua kelompok tani sudah tidak berperan lagi dalam aktivitas melobi perubahan keputusan 
pembagian wilayah kerja traktor sehingga anggota koperasi diizinkan menyewa traktor milik koperasi 
meskipun bukan wilayah kerja traktor koperasi. Peran ketua kelompok tani digantikan oleh pengurus 
koperasi 70 persen dan anggota koperasi 30 persen. Pengurus koperasi mempunyai kewajiban melobi 
kepala desa, PPL, dan pengusaha penyewaan traktor di rapat tingkat desa untuk mengizinkan anggota 
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koperasi menyewa traktor milik koperasi meskipun bukan wilayah kerja traktor koperasi. Rapat tingkat 
desa untuk memutuskan pembagian wilayah kerja traktor dihadiri oleh kepala desa, PPL, pengusaha 
penyewaan traktor, pengurus darma tirta, pengurus gabungan kelompok tani, dan pengurus kelompok 
tani satu desa tersebut. Anggota berkewajiban menyampaikan keinginan menggunakan traktor milik 
koperasi ke pengusaha penyewaan traktor yang menjadi langganannya. Ketua kelompok tani, pengurus 
kelompok tani, anggota kelompok tani, pengurus koperasi, dan anggota koperasi bersedia menjadi 
pelanggan jasa penyewaan traktor milik koperasi.  

Tabel 4. Peran ketua, pengurus lain, dan anggota Kelompok Tani Simo Makmur dalam pendirian koperasi  

No. Aktivitas  
Ketua  

Kelom-pok 
Tani 

Pengurus 
Kelompok 

Tani 

Anggota 
Kelom-

pok Tani 

Pengurus 
Koperasi 

Anggota 
Koperasi 

1. Mengajak anggota mendirikan 
koperasi 

100% 0% 0%   

2. Menyelenggarakan rapat pendirian 
koperasi 

20% 10% 70%   

3. Melengkapi dokumen akta pendirian 
koperasi 

0% 0% 0% 90% 10% 

4. Melobi perubahan keputusan 
pembagian wilayah kerja traktor 
sehingga anggota koperasi diijinkan 
menyewa traktor milik koperasi 
meskipun bukan wilayah kerja traktor 
koperasi 

0% 0% 0% 70% 30% 

5. Kesediaan menjadi pelanggan jasa 
traktor koperasi 

Bersedia Bersedia Bersedia Bersedia Bersedia 

Sumber: Data primer yang diolah 

 
Partisipan P4 sebagai ketua kelompok tani berani mengajak anggota mendirikan koperasi. P4 

mempunyai pendapat dengan dibentuk koperasi maka lebih jelas hak dan kewajiban ketua dan anggota 
koperasi seperti yang dia katakan berikut ini: 

“Saya tertarik mendirikan koperasi setelah mendengar penjelasan dari peneliti 
tentang model koperasi dengan modal dari anggota sekecil mungkin hanya untuk 
memenuhi syarat formal koperasi, bukan untuk modal bisnis koperasi. Modal 
koperasi adalah mesin dari hibah Kementerian Pertanian. Saya sudah berjuang 
mendapatkan hibah mesin traktor, kemudian mengelola bisnis penyewaan traktor, 
dan memberikan seluruh pendapatan ke bendahara kelompok tani. Saya tidak 
berani mengambil sebagian pendapatan karena tidak ada peraturan. Adanya 
koperasi akan memperjelas hak, kewajiban, dan pembagian laba antara ketua dan 
anggota. Saya meyakini hal ini akan meningkatkan motivasi pengurus 
mengembangkan bisnis penyewaan traktor, dan memotivasi anggota menjadi 
pelanggan.” (Partisipan P4). 

Partisipan P4 merasa diuntungkan dengan pendirian koperasi karena akan mengurangi kewajiban 
sebagai penangung jawab operasional UPJA.  Adanya koperasi akan memperjelas hak dan kewajiban 
ketua maupun anggota. Kejelasan hak anggota yang mendapat pembagian laba dapat meningkatkan 
motivasi anggota menjadi pelanggan yang setia jasa penyewaan traktor milik koperasi. Kejelasan ketua 
dan pengurus mendapatkan hak pembagian laba dapat memotivasi mereka mengembangkan koperasi. 

3.5. Laporan keuangan Koperasi Jasa Simo Makmur tahun 2023 

Koperasi Jasa Simo Makmur berdiri 13 Oktober 2022 dengan status berbadan hukum berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0005437.AH.01.29. Koperasi 
mulai beroperasi Januari 2023 bersamaan musim tanam kesatu. Musim tanam kesatu Tahun 2023 
koperasi menyewakan satu traktor, musim tanam kedua dan ketiga berhasil menyewakan dua traktor. 
Traktor kedua tidak mempunyai alokasi wilayah kerja, tetapi sebagian anggota berani menggunakan 
traktor koperasi meskipun sawah yang dimiliki bukan wilayah kerja traktor koperasi. Koperasi 
menggunakan mesin traktor bantuan pemerintah sebagai modal utama. Simpanan pokok maupun 
simpanan wajib yang dibayar anggota tidak menjadi modal usaha koperasi, tapi hanya untuk memenuhi 
syarat formal pendirian koperasi. Simpanan yang dibayar anggota sebagai legalisasi status anggota 
koperasi dan digunakan membayar konsumsi rapat koperasi.  
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Laporan keuangan Koperasi Jasa Simo Makmur menjadi alat utama pengurus koperasi 
mempertanggungjawabkan sumberdaya yang dikelola pengurus ke anggota koperasi. Laporan 
keuangan juga bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan anggota, pemerintah, dan mitra bisnis 
terhadap kinerja koperasi. Pengurus mampu menyusun laporan keuangan Tahun 2023 pada 30 Januari 
2024. Hal ini menunjukkan pengurus koperasi mampu membuat laporan pertanggungjawaban dalam 
waktu yang ditentukan di rapat anggota koperasi. Laporan keuangan yang dibuat meliputi neraca, 
laporan rugi-laba, laporan arus kas, pembagian sisa hasil usaha (SHU), daftar pembagian SHU yang 
memuat SHU tiap anggota, laporan bendahara, daftar simpanan pokok, dantar simpanan wajib hibah, 
daftar simpanan wajib pengembangan, penjualan jasa traktor, penjualan benih, dan pembelian benih. 
Laporang yang dibuat sudah lengkap mengambarkan aktivitas keuangan koperasi.  

Partisipan P2 yang ditunjuk membuat laporan keuangan merasa senang dapat menyusun laporan 
keuangan dengan cara yang mudah atas bimbingan peneliti. 

“Saya belum pernah mengikuti pelajaran akuntansi sehingga membayangkan 
membuat laporan keuangan itu sulit, tetapi ternyata peneliti mengajari cara yang 
mudah untuk membuat laporangan keuangan. Akhirnya saya dapat membuat laporan 
keuangan yang mudah dipahami orang yang tidak berlatar belakang akuntansi.” 
(Partisipan P2) 

Laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban pengurus ke anggota atas sumber daya yang 
dioperasionalkan pengurus. Peneliti mengajarkan cara mudah menyusun laporan keuangan pada 
kegiatan penelitian Maret sampai Oktober 2023. Partisipan P2 mampu memahami materi yang diajarkan 
sehingga mampu membuat laporan keuangan 31 Desember 2024 yang selesai 30 Januari 2024. 
Pembuatan laporan keuangan yang simpel sangat cocok dengan karakteritik pengurus koperasi yang 
umumnya tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi.  

Gambar 2 menunjukkan neraca per 31 Desember 2023. Aset koperasi Rp67.231.500 sebagian 
besar berwujud asset tetap, yaitu dua unit traktor bantuan Kementerian Pertanian yang bernilai Rp52 
juta. Hutang SHU yang akan dibayar saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi Rp3.840.750 Modal 
Rp63.390.750 terdiri dari simpanan pokok Rp4.500.000, simpanan wajib hibah Rp52.000.000, 
simpanan wajib pengembangan Rp3.840.750, hibah kelompok tani (Poktan) Simo Makmur 
Rp3.050.000, Simpanan pokok Rp100.000 per anggota dengan 45 anggota. Simpanan wajib hibah 
diperoleh dari dua unit traktor bantuan Kementerian Pertanian. Simpanan wajib hibah sebagai bukti 
traktor bantuan dimiliki bersama semua anggota koperasi. Simpanan wajib pengembangan berasal dari 
SHU yang dibagikan ke anggota yang digunakan untuk cadangan membeli mesin baru. Simpanan wajib 
hibah dan simpanan wajib pengembangan hanya boleh diambil jika sawah milik anggota tidak 
digunakan lagi untuk usaha tani.  
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Gambar 2. Neraca Koperasi Jasa Simo Makmur per 31 Desember 2023 
Sumber: Koperasi Jasa Simo Makmur Macanan (2024) 

 

Laporan neraca yang dibuat pengurus koperasi simpel dan jelas yang memberikan gambaran harta, 
hutang, dan modal koperasi per 31 Desember 2023. 

 “Laporan neraca yang dibuat pengurus sederhana, jelas, dan memudahkan saya 
mengetahui harta, hutang, dan modal koperasi.” (Partisipan P5). 
 
“Saya baru lihat bentuk neraca pertama kali, ternyata neraca yang dibuat pengurus 
koperasi simpel dan jelas sehingga saya mudah memahami kondisi harta, hutang, dan 
modal koperasi.” (Partisipan P6).  

Gambar 3 menunjukkan Laporan Rugi-Laba Tahun 2023. Penjualan jasa traktor meningkat setelah 
adanya koperasi karena sebagian anggota koperasi telah berani melanggar peraturan pembagian 
wilayah kerja. Sawah anggota yang di luar wilayah kerja traktor koperasi sebagian sudah menggunakan 
traktor milik koperasi. Total laba penyewaan dua mesin traktor setahun Rp9.590.000, laba perdagangan 
benih koperasi Rp500.000. Total biaya Rp3.108.500 dengan biaya servis yang dominan yaitu sebesar 
Rp2.650.000. Sehingga laba bersih yang diperoleh sebesar Rp7.681.000. 

REKENING 31 DES 2023

HARTA/ASET:

KAS 11,231,500                  

BANK BRI 2,000,000                     

PIUTANG JASA TRAKTOR -                                         

PIUTANG  BENIH -                                         

PIUTANG PUPUK -                                         

PERSEDIAAN BENIH -                                         

PERSEDIAAN PUPUK -                                         

TRAKTOR THN 2020 25,000,000                  

TRAKTOR THN 2022 27,000,000                  

SOUND SYSTEM MERK HIPER JL. 10 2,000,000                     

JUMLAH HARTA 67,231,500                  

HUTANG:

HUTANG BENIH

HUTANG PUPUK

HUTANG BIAYA

HUTANG SHU ANGGOTA  SAMA RATA 1,536,300                     

HUTANG SHU ANGGOTA SESUAI JASA 768,150                         

HUTANG SHU PENGURUS DAN PENGAWAS 1,536,300                     

JUMLAH HUTANG 3,840,750                     

MODAL:

SIMPANAN POKOK (SPK) 4,500,000                     

SIMPANAN WAJIB HIBAH (SWH) 52,000,000                  

SIMPANAN WAJIB PENGEMBANGAN (SWP) 3,840,750                     

HIBAH POKTAN SIMO MAKMUR 3,050,000                     

JUMLAH MODAL 63,390,750                  

JUMLAH HUTANG DAN MODAL 67,231,500                  

KOPERASI JASA SIMO MAKMUR 

NERACA
PER 31 DESEMBER 2023
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Gambar 3. Laporan Rugi-Laba Tahun 2023 
Sumber: Koperasi Jasa Simo Makmur Macanan (2024) 

 

Laporan rugi-laba yang dibuat pengurus koperasi simpel dan jelas yang memberikan gambaran 
pendapatan dan biaya sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2023.  

“Saya baru melihat laporan laba-rugi, ternyata sederhana dan mudah dipahami. 
penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya mudah dipahami.” (Partisipan P3). 
 
“Pendapatan dan biaya jelas mudah dipahami.” (Partisipan 7). 

Anggota mampu memahami isi laporan rugi-laba. Pemahaman ini dapat menambah kepercayaan 
anggota terhadap pengurus koperasi. Kepercayaan anggota dapat meningkatkan motivasi anggota 
menjadi pelanggan. 

Gambar 4 menunjukkan laporan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2023. Laba 
Rp7.681.500 dibagi ke anggota dan pengurus. Lima puluh persen SHU senilai Rp3.840.750 dibagi ke 
anggota sama rata sebagai simpanan wajib pengembangan. Dua puluh persen SHU senilai 

REKENING 2023

PENJUALAN JASA TRAKTOR MT 1 12,500,000                  

PENJUALAN JASA TRAKTOR MT 2 20,900,000                  

PENJUALAN JASA TRAKTOR MT 3 14,950,000                  

JUMLAH PENJUALAN JASA TRAKTOR 48,350,000                  

BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 1 10,500,000                  

BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 2 17,100,000                  

BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 3 11,160,000                  

JUMLAH BIAYAOPERASIONAL  TRAKTOR 38,760,000                  

BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 1 10,500,000                  

BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 2 17,100,000                  

BIAYA OPERATOR DAN BHN BAKAR MT 3 11,160,000                  

LABA KOTOR JASA TRAKTOR 9,590,000                     

PENJUALAN BENIH HIBAH KEMENTAN 1,250,000                     

BIAYA HIBAH BENIH 550,000                         

LABA KOTOR BENIH HIBAH KEMENTAN 700,000                        

PENJUALAN BENIH KOPERASI  KE-1 1,500,000                     

HARGA POKOK PENJUALAN BENIH KOPERASI 1,500,000                     

LABA KOTOR BENIH KOPERASI -                                        

PENJUALAN BENIH KOPERASI  KE-2 6,000,000                     

HARGA POKOK PENJUALAN BENIH KOPERASI 5,500,000                     

LABA KOTOR BENIH KOPERASI 500,000                        

PENJUALAN PUPUK KOPERASI

HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK KOPERASI

LABA KOTOR PUPUK KOPERASI -                                        

TOTAL LABA KOTOR 10,790,000                  

BIAYA-BIAYA:

BIAYA KONSUMSI 84,000                            

BIAYA ADMINISTRASI 174,500                         

BIAYA OPERASIONAL POKTAN 200,000                         

BIAYA SERVIS TRAKTOR 2,650,000                     

TOTAL BIAYA 3,108,500                     

SISA HASIL USAHA BERSIH 7,681,500                     

LAPORAN RUGI-LABA
KOPERASI JASA SIMO MAKMUR 

TAHUN  2023
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Rp1.536.300 dibagi sama rata ke anggota dan diberikan tunai saat rapat anggota tahunan koperasi. 
Sepuluh persen SHU senilai Rp768.150 diberikan ke anggota sesuai jasa. Dua puluh persen SHU 
senilai Rp1.536.300 dibagikan ke pengurus dan pengawas koperasi.  

 
Gambar 4. Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2023 
Sumber: Koperasi Jasa Simo Makmur Macanan (2024) 

Laporan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dibuat pengurus koperasi dalam format simpel dan 
jelas sehingga memberikan gambaran alokasi pembagian SHU Tahun 2023. Pembagian SHU 
berdasarkan anggaran rumah tangga koperasi yang diputuskan di rapat anggota koperasi. 

“Alokasi SHU jelas dan sesuai keputusan rapat anggota.” (Partisipan 8). 

“Saya senang adanya koperasi karena mendapatkan bagian SHU yang dibagi sama 
rata.” (Partisipan 9).  

Pengurus sulit melakukan korupsi karena format laporan pembagian SHU simpel dan sebagian 
besar anggota mengetahui persentase pembagiaanya. Pembagian SHU menjadi bukti nyata manfaat 
koperasi bagi anggota dan pengurus. Semua anggota mendapatkan manfaat SHU dari SHU yang dibagi 
rata. Pembagian SHU berdasarkan jasa dapat meningkatkan motivasi anggota menjadi pelanggan 
koperasi sehingga mendapatkan SHU yang lebih besar berdasarkan jasa. Beberapa anggota telah 
berani menyewa traktor koperasi meskipun sawahnya tidak termasuk wilayah kerja traktor koperasi. 
Anggota koperasi yang melanggar peraturan pembagian wilayah kerja tidak melanggar etika bisnis, 
karena wajar seseorang akan berhenti menjadi pelanggan karena memiliki traktor sendiri. Praktik ini 
sudah terjadi sejak lama, misalnya Rahmat menjadi pelanggan traktor milik Budi. Setelah tiga tahun, 
Rahmat membeli traktor dan berhenti menjadi pelanggan traktor milik Budi. Kejadian ini tidak 
dipermasalahkan oleh Budi dan tidak ditegur aparat desa karena melanggar keputusan pembagian 
wilayah kerja traktor.   

3.6. Perbedaan kewajiban dan hak pengurus dengan anggota saat UPJA dikelola tanpa badan 
usaha dengan dikelola koperasi  

UPJA Kelompok Tani Simo Makmur Tahun 2020 sampai 2022 dikelola tanpa bentuk badan usaha 
tertentu, dan mulai 2023 dikelola dengan badan usaha Koperasi Jasa Simo Makmur. Ketua Kelompok 
Tani Simo Makmur memimpin pendirian Koperasi Jasa Simo Makmur untuk mengelola UPJA yang 
memiliki dua traktor dari bantuan Kementerian Pertanian. Pendirian Koperasi Jasa Simo Makmur 
memperjelas kewajiban dan hak anggota maupun pengurus koperasi. Pengelolaan UPJA dilakukan 
secara kolektif pleh pengurus koperasi yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
koperasi. Kepemilikan hak menjadi potensi manfaat yang akan diterima bagi pemilik hak tersebut. 
Misalnya, hak anggota koperasi menjadi potensi manfaat yang akan diterima anggota koperasi.  

Tabel 5 menunjukkan perbedaan kewajiban dan hak pengurus dengan anggota saat UPJA dikelola 
tanpa badan usaha dengan dikelola Koperasi Jasa Simo Makmur. Kewajiban ketua kelompok tani saat 
UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha adalah mencari pelanggan, mencari operator mesin traktor, 
mengoperasionalkan UPJA, dan menjalankan keputusan rapat anggota kelompok tani. Ketua kelompok 
tani tidak mendapatkan kompensasi atas kewajiban tersebut. 

KETERANGAN 2023

ANGGOTA UNTUK SWP SAMA RATA (50%) 3,840,750                     

ANGGOTA DIBAGI TUNAI SAMA RATA (20%) 1,536,300                     

ANGGOTA DIBAGI TUNAI SESUAI JASA (10%) 768,150                         

PENGURUS DAN PENGAWAS (20%) 1,536,300                     

JUMLAH SHU 7,681,500                     

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU)
TAHUN  2023

KOPERASI JASA SIMO MAKMUR 
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Kewajiban pengurus Koperasi Jasa Simo Makmur mengatasi masalah kekurangan pelanggan dan 
mencari operator mesin traktor. Kewajiban pengrus lainnya adalah mengoperasionalkan UPJA 
sehingga mendapatkan laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU), menjalankan keputusan rapat anggota 
koperasi, melakukan kerja sama bisnis dengan pengusaha lain, membuat catatan dan laporan 
keuangan koperasi, dan menyelenggarakan rapat anggota tahunan koperasi paling lambat bulan Maret 
tahun berikutnya. Hak kompensasi pengurus koperasi adalah pembagian 20 persen SHU.  

Angota kelompok tani tidak mempunyai kewajiban dan hak yang jelas saat UPJA dikelola tanpa 
bentuk badan usaha. Anggota Koperasi Jasa Simo Makmur mempunyai kewajiban membayar 
simpanan pokok Rp100.000 dan memprioritaskan menjadi pelanggan koperasi. Anggota koperasi 
mempunyai beberapa hak. Pertama, mendapat pembagian hak milik dua traktor bantuan pemerintah 
sebagai simpanan wajib hibah. Kedua, anggota mendapatkan hak pembagian 80 persen SHU. Ketiga, 
anggota mempunyai hak suara yang yang sama dengan anggota yang lain dalam menentukan 
kebijakan strategis koperasi dalam rapat anggota koperasi.  

Tabel 5. Perbedaan kewajiban dan hak pengurus dengan anggota saat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha 
dengan dikelola Koperasi Jasa Simo Makmur 

Keterangan 
Tanpa Bentuk 
Badan Usaha  

Koperasi Jasa 
Simo Makmur  

A. Kewajiban Pengelola    
1. Mencari pelanggan. Ketua kelompok  Pengurus koperasi 
2. Mencari operator mesin traktor. Ketua kelompok  Pengurus koperasi 

3. Mengoperasionalkan UPJA sehingga laba. Ketua kelompok  Pengurus koperasi 

4. Menjalankan keputusan rapat anggota Ketua kelompok  Pengurus koperasi 

5. Melakukan kerja sama dengan pengusaha. Tidak dilakukan Pengurus koperasi 

6. Membuat catatan kas masuk dan kas keluar Tidak dilakukan Pengurus koperasi 

7. Membuat laporan keuangan (Neraca, RL,dll) Tidak dilakukan Pengurus koperasi 

8. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan Tidak dilakukan Pengurus koperasi 

B. Hak Pengelola   
1. Hak kompensasi pembagian SHU Tidak ada Ada, 20% SHU 

C. Kewajiban Anggota    
1. Membayar simpanan pokok  per orang Tidak ada Ada, Rp100.000  
2. Menjadi pelanggan jasa  Tidak ada Diprioritaskan 

D. Hak Anggota   
1. Hak milik traktor dari bantuan  Tidak ada Ada, Rp1.155.500  
2. Hak pembagian SHU  Tidak ada Ada, 80% SHU 
3. Hak suara dalam rapat anggota  Tidak jelas Punya dan jelas 

Sumber: Data primer yang diolah 

3.7. Perbedaan manfaat UPJA yang dikelola tanpa bentuk badan usaha dengan koperasi  

Manfaat yang diterima pengurus dan anggota merupakan realisasi hak yang dimiliki. Tabel 6 
menunjukkan perbedaan manfaat UPJA yang dikelola tanpa bentuk badan usaha dengan bentuk Badan 
Usaha Koperasi Jasa Simo Makmur. Pengurus dan anggota kelompok tani secara formal tidak 
mendapatkan manfaat atas keberadaan UPJA. Berdasarkan laporan keuangan Koperasi Jasa Simo 
Makmur Tahun 2024, manfaat UPJA yang dikelola dengan model koperasi bagi pengurus koperasi 
adalah menerima kompensasi pembagian 20 persen SHU senilai Rp1.536.300. Manfaat anggota 
koperasi antara lain mendapatkan hak milik traktor per orang Rp1.155.500, pembagian 80 persen SHU 
senilai Rp6.118.200, dan  hak suara di rapat anggota satu suara per anggota. Manfaat lainnya bagi 
anggota koperasi adalah mengetahui harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, dan alokasi pembagian 
SHU. Ketua kelompok tani merasa tidak ada manfaat yang diterima saat UPJA dikelola tanpa bentuk 
badan usaha. Ketua kelompok tani tidak mendapatkan hak kompensasi atas kewajiban yang telah 
dilakukan.  Manfaat bagi ketua kelompok setelah ada koperasi adalah mengurangi kewajiban 
pengelolaan UPJA. Ketua kelompok tani tidak lagi mempunyai kewajiban mencari pelanggan, mencari 
operator, dan mencari laba untuk menambah kas kelompok tani. Ketua kelompok tani merasa 
diuntungkan dengan berdirinya koperasi karena hak dan kewajiban menjadi seimbang. Ketua kelompok 
tani tidak mempunyai kewajiban mengelola UPJA dan tidak mempunyai hak mendapatkan SHU. 
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Tabel 6. Perbedaan manfaat UPJA dikelola tanpa bentuk badan usaha dengan Koperasi Jasa Simo Makmur  

Keterangan 
Tanpa bentuk 
badan usaha  

Koperasi jasa Simo Makmur 

A. Manfaat bagi pengurus   
1. SHU yang diterima Tidak ada 20% SHU, Rp1.536.300 

B. Manfaat bagi anggota   

1. Mendapat hak milik traktor per orang Tidak ada Ada, Rp 1.155.500 
2. Mendapat pembagian SHU  Tidak ada Ada, Rp 6.118.200 
3. Mendapat hak suara di rapat anggota   Tidak jelas Satu suara per anggota 

4. Neraca Tidak dibuat Mengetahui harta, hutang, modal 

5. Laporan rugi-laba Tidak dibuat Mengetahui pendapatan dan biaya  

6. Laporan pembagian SHU Tidak dibuat Mengetahui alokasi SHU 

C. Manfaat bagi ketua kelompok tani 
 

Tidak ada Mengurangi kewajiban 

Sumber: Data primer yang diolah 

Hasil FGD yang diikuti 13 partisipan dan dipimpin peneliti diperoleh kesimpulan UPJA yang dikelola 
koperasi memberikan banyak manfaat bagi anggota dan pengurus koperasi. 

“Baru kali ini saya mendapatkan SHU traktor, sehingga saya merasa mendapat manfaat 
atas traktor bantuan pemerintah.” (Partisipan 11). 

“Saya tidak memandang besar kecilnya SHU yang saya terima, tetapi sikap pengurus 
yang transparan yang sangat saya suka. Meskipun SHU kecil, tetapi masih 
menguntungkan anggota karena pengorbanan anggota lebih kecil lagi. Transparansi ini 
yang dapat meningkatkan kepercayaan sehingga dapat meningkatkan motivasi 
anggota dan pengurus mengembangkan UPJA.” (Partisipan 12).  

“Adanya alokasi hak milik traktor bantuan ke tiap anggota menyebabkan saya merasa 
memiliki traktor bantuan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi saya menyewa traktor 
koperasi untuk masa tanam yang akan datang meskipun sawah saya tidak termasuk 
wilayah kerja traktor koperasi.” (Partisipan P13).  

“Saya sebagai ketua koperasi merasa tidak banyak waktu dan tenaga yang saya 
korbankan dibanding ketua kelompok tani yang dulu, tetapi sudah dapat memberi 
manfaat ekonomi yang nyata ke diri saya dan anggota.” (Partisipan P1). 

Manfaat ekonomi yang diterima anggota dapat meningkatkan motivasi anggota menjadi pelanggan 
setia koperasi. Selain itu, juga dapat meningkatkan motivasi anggota untuk menyewa traktor koperasi 
meskipun sawah tidak termasuk wilayah kerja traktor koperasi. Koperasi dapat menjadi alat negosiasi 
dengan pengusaha penyewaan traktor dan aparat desa untuk menambah wilayah kerja traktor koperasi 
di rapat tingkat desa.  

Koperasi memberi manfaat ke pengurus maupun anggota. Anggota dan pengurus mendapat 
pembagian SHU sehingga meningkatkan pendapatan. Temuan ini mendukung temuan Ortega et al. 
(2019), Wassie et al. (2019), dan Ito et al. (2012) yang menyimpulkan koperasi dapat meningkatkan 
status ekonomi. Koperasi juga dapat mengkoordinasi pembelian benih bersama sehingga 
meningkatkan daya tawar dalam pembelian benih dan mendapatkan potongan harga dari suplier yang 
menambah laba koperasi yang dibagikan ke anggota. Temuan ini mendukung temuan Huang dan 
Liang (2017), Laurett dan Franco (2018), dan Ma et al. (2021) yang menyatakan koperasi dapat 
meningkatkan daya tawar dan return on investment. Hanggana et al. (2022) menilai pengelolaan UPJA 
di Kelompok Tani Simo Makmur kurang efektif, tetapi jika penilaian dilakukan Tahun 2024 maka akan 
mendapatkan nilai efektif, karena anggota mendapat tarif sewa mesin lebih murah yang diwujudkan 
dalam SHU yang diterima anggota, dan mempunyai tabungan untuk membeli mesin yang diwujudkan 
dalam rekening “Simpanan Wajib Pengembangan”.  
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4. Kesimpulan dan implikasi kebijakan 

4.1. Kesimpulan 

Koperasi Jasa Simo Makmur berdiri dan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI tanggal 13 Oktober 2022. Setiap anggota 
membayar simpanan pokok Rp100.000 untuk memenuhi syarat formal menjadi anggota koperasi. 
Simpanan pokok total Rp4.500.000 dari 45 anggota disepakai digunakan untuk konsumsi rapat, 
membeli sound system yang dibutuhkan saat rapat kelompok tani, dan mengurus badan hukum 
koperasi. Koperasi tidak menggunakan simpanan anggota sebagai modal usaha. Modal usaha 
seluruhnya berassal dari dua traktor bantuan pemerintah yang diterima Tahun 2020 dan 2022.  

Koperasi mulai beroperasi Januari Tahun 2023 bersamaan musim tanam kesatu, sehingga saat 
penelitian dilakukan awal 2024 manfaat koperasi belum terlihat signifikan karena baru beroperasi satu 
tahun. Tahun 2023 koperasi menjalankan usaha penyewaan traktor dan perdagangan benih padi. 
Manfaat koperasi yang sudah diberikan antara lain: (1) Anggota mendapatkan SHU secara tunai 
sehingga menurunkan biaya sewa mesin dan biaya benih. (2) Anggota mendapatkan SHU dalam benuk 
Simpanan Wajib Pengembangan (SWP) untuk membeli mesin baru. (3) Anggota mendapat hak suara 
yang sama dalam RAT. (4) Anggota mendapat hak milik mesin traktor bantuan pemerintah dalam 
bentuk Simpanan Wajib Hibah (SWH). (5) Anggota mendapatkan laporan keuangan sebagai alat 
menilai kinerja koperasi dan pengurus. (6) Pengurus mendapatkan SHU sebagai kompensasi kewajiban 
dan tugas yang dilakukan mengelola koperasi. (7) Ketua kelompok tani mendapatkan pembebasan 
kewajiban mengelola traktor bantuan pemerintah. 

Pengelolaan bisnis dengan model koperasi dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan mesin 
pertanian (traktor) bantuan pemerintah. Hal ini dibuktikan adanya manfaat koperasi yang diterima 
anggota dan pengurus Kelompok Tani Simo Makmur. Disamping itu, koperasi memperjelas hak dan 
kewajiban anggota dan pengurus. Keberadaan koperasi juga dapat menjamin keberlanjutan UPJA 
dengan adanya SWP.  

4.2. Implikasi Kebijakan 

Implikasi kebijakan untuk Kementerian Pertanian adalah: (1) segera mengeluarkan regulasi untuk 
mensyaratkan kelompok tani yang mengajukan proposal bantuan alsintan harus mendirikan koperasi 
untuk mengelola bisnis penyewaan alsintan; dan (2) Kementerian Pertanian menambah tugas Penyuluh 
Pertanian Lapangan selain menyuluh teknik produksi, juga menjadi fasilitator pendirian dan 
pengembangan koperasi di kelompok tani tempat dia bertugas.  

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah disamping partisipan ketua dan anggota kelompok 
tani, juga menambah partisipan dari pejabat Kementerian Pertanian yang mempunyai tanggung jawab 
mengelola program hibah mesin pertanian. Penambahan partisipan ini untuk mengetahui lebih banyak 
faktor-faktor yang dapat menigkatkan realisasi pendirian koperasi. 
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